




















d.

(1)

(1)

Alokasi Formula sebesar Rp. 25.082.044.000.- "ua puluh lima

milyar delapan puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 5

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a,

dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.

Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi

7 (tu ") klaster berdasarkan jumlah penduduk, dengan

ketentuan :

a. Rp. 415.261.000,00 (¢ »at ratus ' 1 belas juta dua rat -
enam puluh satu ribu ru " h) bagi Desa dengan jumlah
penduduk s pai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp. 477.550.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima
ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus)
jiwa;

c. Rp. 539.839.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta
delapan ratus tiga f ° ' sembilan rit rupiah) bagi Desa
dengan jumlah pendudi® 501 (lima ratus satu) sampai dengan
1.500 (seribu lima ratus) jiwa,

d. Rp. 602.128.000,00 (enam ratus dua juta seratus dua puluh
delap-— ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk
1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu)
jiwa;

e. Rp. 664.418.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat
ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 ""a
ribu) jiwa;

f. Rp. 726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh
ratus tujuh ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk
5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu)
jiwa; dan

g. Rp. 788.996.000,00 {tujuh ratus delapan pu' * delapan juta
sembilan ratus sembilan pu™ "1 enam ribu rupiah) bagi Desa

dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 6
Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana “‘—1aksud pada Pasal 4
huruf b, dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(2) Penentu









1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa
tahun anggaran 2021;

2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup
masyarakat Desa terhadap total Dana Desa '~ hun anggaran
2021;

3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan
modal pada badan usal = milik desa terhadap Dana Desa
tahun anggaran 2021;

4. persentase belanja unt'- penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) diluar dari BLT Desa
terha’ p Dana Desa tahun anggaran 2021;

5. persentase belanja - 1ituk padat karya tunai Desa terhadap
Dana Desa tahun anggaran 2021;

6. persentase belanja untuk penanganan stunting ter' - lap
Dana Desa tahun anggaran 2021;

7. persentase belanja un‘’ ‘¢ ketahanan pangan dan hewani
terhadap Dana Desa tahun anggaran ~J21; dan/atau

8. persentase Dbelanja untuk teknologi informasi dan
komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;

c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:

1. jumlah ter —a kerja dari Desa setempat yang dilibatkan
dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran
2021; dan/atau

2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
anggaran 2021; dan

3. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas;

1) ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran
2021;

2) besaran kontribusi badan usaha "t Desa untuk
pendapatan asli D 1 pada APBDes tahun anggaran
2021;

3) status Desa yang stop buang air besar sembarangan
pada tahun anggaran 2021; dan/atau

4) jumlah  ketercapaian  pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan Desa pada tahun - 3garan 2022.

(8) Pemerintah kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa
berdas- “tan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan

:bagaimana dimaksud pada ayat (7) pe "1 aplikasi yang dibangun

oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

(9) Bobot.....









(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tersedia, terdapat anomali, dan/atau tidak memadai,
penghitungan rincian Dana Desa setiap I a menggunakan:

a. data yang digunakan dala  pengalo’ sian tahun sebelumnya;

b. data hasil penyesuaian atas data Desa induk;

c. persentase atas data yang digunal dalam pengalokasian
tahun sebelumnya yang diterapkan pada data mutakhir;
dan/atau

d. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga

yang berwenang.

Pasal 10

Dana Desa yang dihif 1g pada tahun anggaran berjalan yang

dialokasikan sebagai “ 1bahan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan
kriteria tertentu.

Kriteria tertentu sebagaimr - "a di = ' ud pada ayat (1), meliputi:

a. penetapan dan peny paian data APBDes tahun anggaran
2023;

b. kinerja penyaluran Dana Desa{ 'un angg an 2023;

c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa
tahun ~—~ggax  2023;

d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban
penganggaran BLT Desa tahun ang aran 2022;

e. kinerja penyampaian ° poran daftar transaksi harian dan
rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran
2023;

f. kinerja penyampaian laporan re:  isi APBDes setiap bulan
tahun anggaran 2023;

g. kinerja penyampaian laporan '-onsolidasi realisasi pelaksanaan
APBDes tahun anggaran 2022; dan/atau

h. kriteria tertentu lainnya.

Data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan

tambah-- Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersumber dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau

Pemerintah Daerah.

Direktorat Jenderal Perimlt =~ 1gan Keuangan menyampaikan surat

permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian negara/

lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.









(2)

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh
persen) dan re* -rata capaian keluaran menunjukkan paling
rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
untuk nonBLT tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
dan

c. Tahap ™" berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Da -
Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II
—-znunjukkan rata-rata realisasi penyerapan pa’ ~ 3 rendah
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa
“=* ~p Il yang telah disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran 2022.

Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I paling lambat “~—-zgal 23 Juni tahun berjalan;
b. Tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tah--—~ berjalan; d -
c. Batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-
langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penya' an Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus
Desa mandiri sebag - a2 dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),
dilaksanakan setelah KPA BUN Penyal . Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keis“—>waan menerima dokumen
persyaratan penyaluran ¢~ .t »ati/wali kota secara lengkap dan
benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tahap I berupa:
1. Qanun Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa per-*~dahbukuan Dana Desa; dan
b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerap dan capaian keluaran Dana

Desa tahun anggaran 2022;

2. Laporan.....





















(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

a. tahap I berupa qanun Desa mengenai APE™ =s; dan
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahun anggaran 2022;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata
realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling
rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa
untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah
disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa
tahun anggaran 2022.

Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama
12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyalur  sebaga’~ ana
¢’ @' 1d pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan
data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sr—-ai dengan
bulan kedua belas.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2
dihitung berdas-kan rata-rata persentase capaian keluaran dari
seluruh kegiatan setiap D¢ 1.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf ¢ ~ gka 1,
serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
belum memenuhi kebutuhan input da*" kepala Desa
menyampaikan permint: perubahan tabel referensi kepada
bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mengacu pada ketentuan yang ditetz'tan oleh Kementerian

Dalam Negeri.

Pasal 19
Dana Desa 1-~*uk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa
mandiri disalurkan deng ketentuan sebagai berikut:
a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu s--—"ai
dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa

menyampaikan:


















































